
 
 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR   3   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 
   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
 

Menimbang:  a.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f 
dan Lampiran huruf DD Undang-Undang Nomor 23             
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

b.  bahwa dalam rangka mengakomodasi penghapusan objek 
retribusi jasa umum, perlu dilakukan perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum; 

c.  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud                
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 

Mengingat:      1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956                                      

Jo.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 
antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Selatan  sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956               

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                         
Nomor 5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005                              
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010                             
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010 Nomor 5161); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006                     

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas             

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan               

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
dan 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI JASA UMUM. 



-3- 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 2 

 

Ruang lingkup pengaturan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan 
Daerah ini meliputi: 

a. retribusi pelayanan kesehatan;  
b. retribusi penggantian biaya cetak peta; 

c. dihapus; dan 
d. retribusi pelayanan pendidikan. 

 

2. Lampiran V dihapus. 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

 
Ditetapkan di Banjarmasin 

pada tanggal  1 Maret 2018 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

                           Ttd.  

 
SAHBIRIN NOOR 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  2 Maret 2018      

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN, 

 
Ttd. 

 
             ABDUL HARIS 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2018 NOMOR 3 
 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3,57/2018) 


